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PERATURAN BUPATI NO 25 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH 

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan kepastian 
hukum terhadap piutang pajak daerah yang tidak 

mungkin ditagih lagi, Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur penghapusan piutang pajak 
daerah; 

 
- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 

91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036); 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 13 April 2018 dan ditetapkan 13 April  
2018 

 

 


